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ABSTRAK 

Rangga Basqian: PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA RAHIM 

(SURROGATE MOTHER) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 

KUHPERDATA JUNCTO PASAL 58 POIN A UNDANG-UNDANG 

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. 

  Perkembangan teknologi reproduksi sewa rahim (surrogate mother) 

memunculkan tantangan baru dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya 

terkait keabsahan perjanjiannya dan kepastian hukum. Praktik ini banyak 

dilakukan oleh pasangan infertil sebagai alternatif memperoleh keturunan, 

namun keberadaannya belum secara eksplisit diatur oleh undang-undang, 

hanya secara implisit dilarang dalam Pasal 58 poin a Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana 

pelaksanaan perjanjian sewa rahim (surrogate mother) menurut KUHPerdata. 

2) Bagaimana kepastian hukum sewa rahim (surrogate mother) menurut 

hukum positif Indonesia. 3) Bagaimana kendala-kendala hukum dan upaya-

upaya hukum dalam pelaksanaan sewa rahim (surrogate mother) di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan 

kebutuhan akan keturunan menjadi bagian dari hak konstitusional warga 

negara. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teori, 

yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perjanjian. 

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji legalitas perjanjian sewa 

rahim. Teori perlindungan hukum digunakan dalam konteks perlindungan 

terhadap pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan teori perjanjian digunakan 

untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian sewa rahim berdasarkan Pasal 1320 

KUHPerdata.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan hukum yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan 

perundang-undangan dengan kenyataan praktik di lapangan. Metode 

penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggabungkan data primer 

berupa wawancara dengan dokter spesialis kandungan serta data sekunder dari 

studi pustaka dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara 

kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. 

Pelaksanaan perjanjian sewa rahim tidak dapat dinyatakan sah 

karena adanya larangan normatif pada Undang-Undang Kesehatan. kepastian 

hukum sewa rahim tidak memiliki regulasi yang jelas, karena tidak secara 

eksplisit diatur pada Undang-Undang Kesehatan, oleh sebab itu diperlukan 

pembentukan regulasi khusus yang mengatur praktik sewa rahim, baik dari 

aspek keabsahan perjanjian, status hukum anak, maupun perlindungan 

terhadap ibu pengganti. Regulasi yang dibuat harus mampu menjawab 

Kendala kebutuhan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai etika, moral, dan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. 
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